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1.1 Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan aspek yang tengah berkembang pesat
dalam masyarakat akhir-akhir ini.' Globalisasi yang melesat dewasa ini, seakan
mendorong para pelaku usaha untuk mampu bersaing hingga ke tingkat global.”
Agar tidak kalah bersaing, pelaku usaha melakukan perdagangan lintas batas
dengan tujuan memperluas jangkauan pasar sehingga tidak terbatas pada sebuah
teritori.” Hanya saja, dalam prakteknya banyak ditemukan konflik dan sengketa
dalam berbagai macam bentuk dan motif.* Untuk mencegah terjadinya sengketa,
umumnya para pihak akan mengikatkan diri pada perjanjian terlebih dahulu dan
mengatur beberapa klausul mengenai tindakan yang dilarang, pembatasan serta
penyelesaian sengketa sebagai medium yang akan dipergunakan baik melalui
pengadilan maupun melalui jalur alternatif di luar pengadilan.’

Bila dilihat dari status personal para pihak, proses perdagangan
internasional mempunyai tingkat kerumitan yang lebih tinggi dibandingkan dengan

para pihak yang melakukan praktek perdagangan domestik atau perdagangan dalam
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kedudukan hukum yang sama.’ Hal ini disebabkan oleh pembatasan teritori dan
yuridiksi hukum para pihak dalam praktek perdagangan intenasional.” Pada
umumnya, para pihak dalam praktek perdagangan internasional tersebut akan
menundukan diri pada pilihan hukum tertentu dalam kontrak.® Dari sinilah terlihat
kompleksitas dan peranan penting bagi struktur yang kuat atas sebuah perjanjian
komersial secara internasional.”

Dalam proses pemenuhan hak dan kewajiban seluruh pihak dalam kontrak,
tidak jarang ditemukan adanya sengketa. Untuk itu, dalam tiap perjanjian yang ada
akan dibuat sebuah klausul mengenai penyelesaian sengketa.'” Dalam beberapa
dekade terakhir, penggunaan metode penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif,
spesifiknya arbitrase, mengalami kemajuan yang sangat signifikan.'' Hal ini
diantaranya disebabkan karena arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang
memiliki kualitas dan netral.'”” Kemudahan yang diberikan arbitrase sebagai jalur
penyelesaian sengketa juga menjadi sasaran utama, terutama dengan meningkatnya
jalur perdagangan lintas negara. Selain kemudahan, arbitrase juga mempunyai

keunggulan karena putusannya bersifat final dan mengikat bagi para pihak yang
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bersengketa.”> Penyelesaian sengketa melalui arbitrase lebih diminati lantaran
pengetahuan yang kurang mengenai hukum acara domestik negara pihak satu
dengan pihak lainnya serta kekhawatiran para pihak terhadap tindakan subyektif
hakim domestik terhadap pihak dari teritorinya yang akan merusak obyektifitas
pendekatan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut hal ini biasa
disebut sebagai non-governmental decision-makers dalam arbitrase."

Hal ini berbanding lurus dengan pemaparan yang diberikan oleh Ahli
Hukum mengenai kelebihan dari arbitrase:"’

1. Proses beracara semi—formal, yang merupakan daya tarik utama dalam
arbitrase. Prosesinya dengan mendengarkan fakta kasus dan argumen para
pihak kemudian diikuti dengan pemberian putusan berdasarkan hal
tersebut.'®

2. Faktor keleluasaan yang diberikan kepada para pihak bersengketa untuk
dapat memilih arbiter yang dianggap dapat memenuhi kriteria yang baik
dari sudut pandang masing-masing pihak bersengketa untuk dapat
menyesuaikan bidang tertentu yang sedang dipersengketakan.

3. Faktor confidentiality sehingga para pihak tidak perlu lagi khawatir akan
tersebarnya identitas atau perkara yang sedang disengketakan.

4. Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat sehingga putusan ini langsung
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mempunyai kekuatan hukum dan para pihak dapat mengeksekusi hasil
putusan yang ada.

Dewasa ini, peranan arbitrase tidak lagi terbatas oleh status personal individu
para pihak dalam jual beli yaitu pedagang, akan tetapi arbitrase juga menyelesaikan
sengketa antar perusahaan maupun antar negara.'’ Sengketanya juga tidak lagi
terbatas pada sengketa dagang, arbitrase sudah memiliki pengklasifikasian khusus
yang mencakup sengketa kelautan, perniagaan hingga sengketa penanaman modal
asing (Foreign Direct Investment (FDI)) dan sengketa ekonomi.'® Dari klasifikasi
sengketa dalam arbitrase tersebut seluruhnya sama-sama menganut prinsip dasar
yaitu prinsip otonomi para pihak (party autonomy) hingga kesempatan untuk
didengar secara patut dan layak di persidangan (right to be heard) yang secara
keseluruhan merupakan prinsip yang berkesinambungan.'

Prinsip otonomi para pihak merupakan prinsip yang telah diakui secara
universal dan merupakan landasan utama yang dibutuhkan dalam perjanjian
arbitrase.”’ Dalam prinsip ini, para pihak mempunyai kebebasan untuk dapat
menentukan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam perjanjian arbitrase mereka

berdasarkan consent.*' Hal yang perlu dipahami melalui prinsip ini adalah bahwa
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asas konsensualisme tidak perlu disandingkan dengan asas kesepakatan dalam
otonomi para pihak.** Karena pada prinsipnya prinsip otonomi para pihak yang
dicerminkan melalui perjanjian arbitrase merupakan hasil dari kesepakatan bersama
para pihak yang kemudian akan menjadi hukum bagi mereka yang terikat dalam
perjanjian tersebut.”> Prinsip otonomi para pihak merupakan esensi yang mengikat
arbiter untuk dapat melimitasi kekuasaannya dalam memutuskan perkara pada apa
yang telah diperjanjikan para pihak dalam perjanjian arbitrase; melakukan dan tidak
melakukan sesuatu dalam proses persidangan dan pengambilan keputusan.** Hal ini
berguna untuk dapat menjamin keadilan dalam prinsip pelaksanaan proses hukum
(Due Process) dan prinsip untuk didengar secara patut dan layak di persidangan.”
Kedua prinsip tersebut mencakup asas kepastian para pihak untuk mampu meminta
dan memberikan alat bukti untuk dapat menjamin terlaksananya hak prosedural
mereka dalam pelaksanaan proses sidang arbitrase.

Dalam arbitrase, beban pembuktian berada pada pihak yang mendalilkan bahwa
haknya telah dilanggar oleh pihak lain: *°

“Any party which wants to derive beneficial ... has to prove the existence
of the factual prerequisites of that provision.”
Dalam hal ini, hukum kebiasaan menyatakan adanya pengaturan atas beban

pembuktian bagi pihak yang mendalilkan haknya telah dilanggar dalam proses

itu sendiri. Sedangkan consent secara implisit ditelaah melalui konsistensi tingkah laku dan campur
tangan pihak dalam proses berlangsungnya perjanjian.
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penyelesaian sengketa arbitrase. Hanya saja, dalam beberapa keadaan, sulit bagi
para pihak yang mendalilkan bahwa haknya telah dilanggar tersebut untuk dapat
memberikan alat bukti. ?” Contohnya, dalam keadaan terjadi wanprestasi karena
adanya peranan dari pihak ketiga, sulit bagi penggugat untuk memberikan beban
pembuktian atas penghitungan kerugian materiil. Hal ini disebabkan karena pihak
ketiga tersebut tidak mempunyai hubungan kontraktual dengan pihak yang
dirugikan. Selain itu juga karena dalam arbitrase penghitungan kerugian materiil
dilakukan jika pihak yang dirugikan mengetahui jumlah transaksi yang telah
dilakukan oleh pihak yang melanggar terhadap pihak ketiga tersebut.”® Atau dalam
keadaan dimana pembuktian unsur substansi perkara dengan tolok ukur pada
dokumen yang dimiliki oleh pihak lawan. Untuk mengatasi hal tersebut, dunia
arbitrase komersial internasional mengenal praktek Disgorgement of Profits.
Dalam keadaan ini penggunaan metode document production akan menjadi
landasan utama tercapainya kalkulasi atau pembenaran substansi sempurna.”’
document production merupakan metode yang memberikan kesempatan kepada
pihak-pihak yang dengan taraf kebutuhan, untuk menjabarkan kasus yang mereka
presentasikan di depan pengadilan. Permintaan document production akan
dilaksanakan dengan membuka barang bukti oleh pihak lawan yang berupa
dokumen yang berguna bagi kelangsungan pengambilan keputusan dalam sidang

arbitrase.’’ Permintaan ini terkandung secara implisit pada kekuasaan arbiter untuk
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dapat meminta perpanjangan atas barang bukti dalam persidangan.’’ Dalam hal ini,
arbitrase komersial internasional mengenali adanya dasar kekuatan majelis
arbitrator dalam, untuk dapat bertindak dalam dasar praktek yang dianggap sebagai
praktek terbaik dalam hukum kebiasaan internasional; termasuk kewenangan untuk
melakukan permintaan bukti dari para pihak berperkara.

Selanjutnya, salah satu badan arbitrase terkemuka dunia, International
Chamber of Commerce (ICC) dalam pengaturan prosedural yang disediakan,
mengenali adanya perpanjangan dari pembuktian yang memungkinkan majelis
arbitrator terkait untuk dapat meminta pihak lain mengeluarkan fakta dan bukti
bukti terkait sebagai landasan terjaminnya kesempatan pihak untuk dapat
mempresentasikan fakta kasus yang ada.’® Dengan demikian, arbitrator dalam
sidang arbitrase tidak mempunyai limitasi dalam hal perpanjangan pembuktian
sepanjang hal tersebut dilakukan berdasar pada taraf kebutuhan serta praktek
kebiasaan internasional yang baik dan benar.”

Document production merupakan praktek yang telah dikenal sebagai
perpanjangan pembuktian secara prosedural di dunia arbitrase internasional dan
merupakan metode yang diakui sebagai metode terbaik dalam keadaan
sebagaimana telah di paparkan diatas.’* Hanya saja, melalui berbagai polemik yang

ada dalam praktek menjadikan document production sebagai sebuah praktek yang

*! Dalam hal ini, peraturan prosedur yang tersedia dalam institusi arbitrase biasanya
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Rules (VIAC Rules): “...If the arbitral tribunal considers it necessary, it may on its own initiative
collect evidence, ques on parties or witnesses, request the parties to submit evidence, and call
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dipertanyakan legalitasnya. Banyak pihak berpendapat bahwa document
production melanggar asas utama arbitrase yang merupakan kesepakatan,
kerahasiaan dan mungkin dapat merusak kebijakan publik yang ada pada sebuah
yuridiksi hukum.” Hal tersebut dapat menjadikan arbitrator terikat untuk dapat
melihat aspek penolakan ini berdasar “Legal impediment of privilege,
unreasonable burden to produce the requested document, and grounds of
commercial or technical confidentiality”.*® Disisi lain, penolakan atas dasar ini
juga dapat mengakibatkan pihak yang dikalahkan untuk mengajukan klaim sez-
aside or enforcement proceedings berdasar pada artikel V konvensi New York .*’
Jika penolakan tetap dilakukan, majelis arbitrator dapat dituntut dengan dasar tidak
memberikan landasan secara cukup untuk para pihak mengemukakan argumentasi
dan hak untuk di dengar di muka pengadilan yang merupakan acuan pada proses
persidangan arbitrase.’® Disisi lain, hal tersebut merusak landasan penting lain
seperti prinsip kerahasiaan, kebijakan publik dan kesepakatan pihak yang akan
membuat putusan ini tidak dapat dilaksanakan.”

Berdasarkan polemik dan pemaparan yang telah diberikan, penulis
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prosedur pelaksanaan dari metode perpanjangan bukti document production dalam
praktek arbitrase komersial internasional dan penulis memilih judul “DOCUMENT

PRODUCTION DALAM ARBITRASE KOMERSIAL INTERNASIONAL”.



1.2 Rumusan Masalah
1. Bagaimana legalitas metode document production dalam praktek arbitrase
komersial internasional?
2. Bagaimana metode document production dapat diajukan dan diterima
sebagai dasar permbuktian dalam arbitrase komersial internasional?

3. Bagaimana pelaksanaan metode document droduction dalam praktek
arbitrase komersial internasional?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan ini:
1. Mengetahui legalitas permintaan pembuktian berdasar metode document
production dalam arbitrase komersial internasional.
2. Mengetahui dasar pengajuan metode document production dalam arbitrase
komersial internasional.
3. Mengetahui prosedur pelaksanaan metode document production dalam

praktek arbitrase komersial internasional.

1.4 Manfaat Penelitian
1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi
perkembangan ilmu hukum terutama yang berkaitan dengan hukum Arbitrase yang
sedang berkembang pesat baik di Indonesia maupun internasional, menambah hasil
kajian mengenai perkembangan praktek arbitrase di Indonesia dan dapat

bermanfaat menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
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1.4.2 Manfaat Praktis
Diharapkan mampu memberi manfaat dan bahan rujukan mahasiswa,
terutama ilmu hukum di Indonesia, mengenai metode document production dalam

praktek Arbitrase Komersial Internasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang saling terkait satu
sama lain mengenai medote document production dalam arbitrase Internasional.
Adapun pembagian bab tersebut adalah:

BAB I Pendahuluan
Menguraikan latar belakang pemilihan judul yaitu mengenai aspek
legalitas pembuktian melalui metode document production. Bab ini juga
menjelaskan pokok permasalahan, metode penelitian, tujuan penelitian,
serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori
Bab ini memaparkan mengenai teori terkait atas aspek legalitas metode
pembuktian document production dalam arbitrase komersial internasional.

BAB III Metode Penelitian
Bab ini menjelaskan variabel penelitian, metode pengumpulan data, waktu
dan tempat penelitian, dan prosedur analisis data.

BAB IV Pembahasan dan Analisa
Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan
mengenai metode document production sebagai dasar pembuktian

prosedural dalam arbitrase komersial internasional
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BAB V Penutup
Yang memuat kesimpulan dan saya atas hasil penelitian serta terhadap

masalah-masalah yang dibahas.
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